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ABSTRACT

Histonicaily, the issue of loczl autonomy and federation m Indonesia has long been
discussed. The discussion was whether Indonesia would become a unitary or federal state. It
mostly focused on the ADP (areal division of powers). On one point, local autornomy as
well as federation gained s equal strong support umtil the reform era comes up. On the
other Rand, in the reform era. the people and the elite derand the change of this state fram
uritary te federal state. In their claim, it is impressed thar federal state js more as an aption
tather than autonomy which has been regulated in the Act off Number 22:1999. This paper
atternpts Lo discuss how local autonomy and 1ts authority could exist in the unitary stale as
regulated in the Act of Number 221999

Kata kunci: Otonomi Daerah, Negara Kesatuan,
I. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah merupakan isu vang selalu aktual dalam Hukum
Tata Negara [ndonesia. Beranjak dari penelusuran sejarah hukum Indonesia,
Bhenyamin Hoessein mengemukakan bahwa mengenai otonomi daerah
telah berlangsung sejak lima puluh tahun sebelum lahimya Pecenrralisatic
Wer 1903 (Hoessein, 1999: |-2). Serangkaian perubahan perundang-
undangan yang mengaiur otonomi daerah sejak Hindia Belanda hingga kini
merupakan pertanda untuk menanggapi isu tersebut.

Menyongsong lahimya Wet op de Bestuurshervorming 1922, isu di
seputar otonomi daerah makin luas dan menyentuh bentuk negara. Bentuk
negara yang selema itu dianut oleh Hindia Belanda adalah negara kesatuan
(unitary state:  eenheidsstaat). Secara kongkrit, pada saal  sistem
desentralisasi yang dianut di pulau Jawa dan Madura akan diterapkan pula di
luar Jawa dan Madura, timbul kontroversi pendapat di kalangan orang
Belanda mengenai bentuk negara.

" Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.
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Dalam tahun 1912, S. Ritsema van Eck, mantan pejabat kehutanan di
pulau Jawa mengusulkan agar Kerajaan Belanda terdin dan sgjurnlah negara
etnis. Beliau mengatakan:

These ‘ethnmic’ siates were ta comprise rhe Hollanders, the curacavans, the
surinamers; and for Indoresia, they were to include the Javanese the Sundanese,
« the Malays. the Bataks and so forth, enumerating the major cthric groups of the
archipelago. Each of these groups was io admfnfster 15 own ferriiory and
dererming iis own internal affairs. fa alf but the first proup Duichmen were to be
imported to act as imtermediaries bepween the ‘ethaic’ sinte amd Hofland. und they

were fo take charge of foreign and international affairs (Schiller, 1%55: 23).

Usul tersebut dipandang oleh pihak lain yang menentang seperti van
Voflenhoven (Schiller, 1955: 25) untuk menjamin supremasi Belanda dan
bersifat imperialistik.

Pada saat Pemeriniah Belanda berencana membentuk volksraad di
Hindia Belanda di tabun 1917 Hendrik Colyn -orang yang dihormat di
negeri Belanda dan telah beberapa kali sebagal perdana menteri-
mengusulkan juga bentuk negara federal bagi Hindia Belanda. Sebagaimana
dituturkan oleh A. Arthur Schiller bahwa:

it was first necessary., ke said, to burld mdonomy and self rule from bottom up and
thus to establish homogencous ethntc groups whick w the cowrse of fre cowld be
combined o form lsland’ provinces. These provinves were to be charged with
complete control of intermal affairs, facluding the local budget imperial and
foreign affairs, remained under the central government. the Netherlamits Indies

Adminiserarian {Schiller,1955; 26).

Menurut Colyn saat untuk memikirkan pembentukan DPR propinsi
yang mewakili pemerintahan pulan adalah saat propinsi pulau itu memiliki
kemampuan menjalankan pemerintahan sendirl. Pembentukan volksraad
akan berakibat dominasi Jawa terhadap keseluruhan pemerintahan {Schiller,
1955: 26). Usul Colyn ditentang oleh tiga orang Guru Besar University
Leiden vaitu C. van Vollenhonven, C. Snouch Hurgronje dan HT
Colenbranden. Menurut ketiga guru besar tersebut:

The essential prerequisite for federation was lacking, namely. the existence of
territarial enfities each equipped will an independent pofuical structure so that
cach might comribute part of its goveramenial powers and responstbiities 1o a
federal stare (Schiller, 1955: 28)
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Pemenintah Belanda dan Jepang tetap pada pendiriannya uniuk
membangun otonomi daersh dalam wadah negara kesatuan, Sckalipun
otonomi daerah diperlemah, namun penguasa, Pada awal masa kemerdekaan,
keberadaan otonomi dacrah dalam  ikatan negara  kesatuan terap
dipentahankan. Namun pada masa singkat bentuk negara Indonesia telah
berubah menjadi negara federal melalui strategi kolonial Belanda Datam
disenasfn}ra, M.P. Walker. HI antara fain mengatakan bahwa:

Cemrderafiie evndiace fus been amagsed to shenwe thit the formanon of o foders!
Tradheser oh DA wus tdtvet I cREfrTrR e of o I{:l.:a,l',f{:'[ rJ__f.L’."L'ﬂli’iﬁt'"('__l.' whieh Ml
ax o of e vhecnve o plan foe Cdevde and vale o “hefhani=ing " of die
archipeluge, o the republicans preferved to cxpren 1 I order 1o presene o
atesvimin ot Dueelt inflwence while af the same time focalizing the influens v of the
Jevintese nanonaitsts i the fumre compositons of B nen wdependont state

(Hocssem, 1995 9).

Dalam tahun 1950 Indonesia kembali menganut negara kesatuan dengan
sisterm otonomi yang seluas-luasnya.

Namun, otonomi yang seluas-luasnya dalam masa berikutnya, baik
secara [ormal maupun empink tdak terwujud. Dalam era reformasi timbul
sgjumlah wntutan dari masyarakat dan elit pusat dan daerah. Salah satu
tuntutan adalah perubahan bentuk negara, dari kesatuan ke tederal. Datam
tuntutan i terkesun puls, bahwa negara federal sebapai opsi daripada
otonomi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999,

Batk secara tersirat maupun tersurat dari tuntutan tersebur terdapat
persepst bahwa otonomi dalam negara ferderal lebih besar daripada otonom
dalam negara kesatuan. Dalam tuntutan tersebut terkesan pula adanya
penyamaan keberadian negara bagian dengan dacrah otonom.

il. PERMASALAHAN

Berangkat dari latar belakang tersebut. permasalahannya adatah:
l. Bagaimanakah kebeduraan otonomi daerah dalam negara kesatuan?
2. Bagaimana kewenangan antara pusat dan daerah menurut UU 22 Tahun
19997

11I. PEMBAHASAN

Dralam karyanya vang terkenal, Arthur Maass mengemukakan bahwa
Covernment pinver can be devided in mame wavs, By goveramental pover
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we medan the total capacity 1o gevern wiich i or can be everctsed v a ghven
pofitical  community {(Maass, 1939: 1) Selanjuinva. pakar tersebut
mengemukakan bahwa Fhe rarad capucin to governs then can be devided
among governmental officials {a legisfative chamber. for evample) at the
capitad city of a defined palitical communiny and this we shedi cafl the capital
division of powers (abbreviated as CDF) (Maass, (1959 89),

* Menurut Arthur Maass, kekuasaan pemerintahan dapat dibagi di
antara badan-badan resmi di pusat dan di antara wilavah denran cara vang
berbeda-bada seperti tampak pada dingram dihawah 11

1 2 3
PROSES FUNGSI KONSTITUENSIL |
(a)
Fxclusive
(b}
Shared

Pertama, kekuasaan pemernintahan dapat dibagt menurt proses vany
dianut dalam pemerintzhan. Dalam rangka CDP (capired divesion of powers),
proses legislatif, eksekutif, dun vodikauf, masing-masiig dibenkan kepada
suatu badan. Dalam rangka ADP (area! division of powers). proses legistatif
dapat diberikan hanya kepada pemerintab pusat, atau sccara bersama-sama
kepada unit-unit yang terdesentralisasi. Kedua, kekuasaan pemerintahan
dapat pula dibagl menurut fungsi atau aktivitas pemerintaban. Dalam rangka
ADP, fungsi-fungsi tertentu, misalnyva moncter dan hebungan luar neger,
dapat diberikan kepada pemeriniah pusat, scdangkan tungsi-fungsi yang lain
diberikan kepada negara bagian dan fungsi-fungst tenentu kepada dagrab
otonom. Secara sama, dalam rangks CDP, fungsifungs) tertentu dapat
diberikan kepada departeren-departcmen pemermtahan. Ketiga, kekuasaan
pemerntahan dapat dibagi febih lanjut menurut konstiiuensi (crustiinenrey),
Dalam rangka CDP, suatu badan, kamar yang lebih loas dalam lcwislatif
dapat dibuat untuk mewakili swatu konstituensi -kelompok lertentu dalam
masyarakal- dun kepresidenan mewakili konstiluenst yany lain. Dalam kaitan
ini, lebih lanjul Arthur Maass mengatakan thas govermmental power 18
devided by assigning to different wnits of govermment responsibiliy for
representing different constitnencies, in contrast to the hoflesiun scheme
where all constituencies are perfectiy represented i the sinsle rufer {Maass.
1959 §9).
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Penugasan proses, fungsi, atau konstituensi kepada unit-unit
pemeriniahan di tingkat pusat dan kepada wilayah-wilayah komponen dapat
secara exclusive atau shared. Misalnya, fungsi moneter hanya diberikan
secara eksiusif kepada pemerintah pusat, sedangkan fungsi kesefahteraan
umum dapat dilakukan bersama oieh pemerintah pusat dan negara bagian
{propinsi). Selanjutnya dikatakan oleh pakar yanp sama schbagai berikut:
the ass:fnmenrs af exclusive or shaved powers can be M delegation which
proceeds from a single source {other than o constititioni and which can be
withdraws by ihat sonrce, or it can be by constitutional provision whieh o
be changed formally onfy by constitutional amendment {Hoessein, 1995: 15).

Dalam rangka mungaplikasikan ADP di Canada, J. Stefan Nupre
antara lain mengemukakan bahwa Canada’s constitution. bemmg federal in
rature, allocares distinet spheres of jurisdiction 1o the Dominion government
and the ten provinces, Sclanjutnya dikatakan oleh pakar tersebut bahwa:

"Wt el government whodlv subpect to the provonces, 1o fegral develogment
has Boen one of sarare v rather than ef eomstrudivand by Thiv is mot to oy
thal musicipealitn's du not provess o good measture of fatlepondence in te exercue
of their fanctivas, b their refation mothe previncial governments, vathicr Ban
having the cunrdinaie nature af federalivar, 15 oo of inferior o suprerfor. of 400
fAreal Dnian of Powers) by delegatton, poratiny du found herveen locolities
and central goveesment in uniton: states” {Hoessemn, 1959 15,

Secara skematis ADP (dreal Division of Powers) di Negara Kesatuan
dan di negara federal sehagai berikut:

NEGARA KESATUAN NEGARA FEDERAL
Pemerintah Pusat Pemerintah Puﬂ

ADP —m»  Konstitus

Negara Bagian |

ADP — e ULl {delegation) ADP —» UL {delceation)
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ADP (areal diviston af powers) dalam negara kesatusn Jilaeukan dengan
cara delegasi melalwi undang-undang, Karena ity Hans Antlowv berpendapat
hahwa kekuasaan dacrabh otonom ditenima dosi atas dan dapat ditarik melalug
undang-undang  yang baru. tanpa  persetujuan  dacrab  otonom  yang
bersangkutan {Antlov, 1998: 11). Daerak oonom tidak memiliki “powveir
consittvant” (Kranenbury, 19351: 23y Karakteristik imn bertuka bagi daerah
otonorlt di bawah negara bagian dalam sistem federal.

ADP (areal division of poners) dalam pegara tedersl dioantara
pemerintah pusat dan negara bagian dilakokan densor Kenstitusi. Oich
karena 1w nengara fudersl merupakan sistein pemerntaban vang dengan
sengaja dibuat sulit bagi pemenntah pusal untuk menpubah kekuasaan
negara bagian. Kekuasaan negara bagiin mencakup “pervowr constinanr”
yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang  desar dan undang-
undang.

Secara matertal. perobagian kekuasaan antara pemerinish pusat dan
daerah otonom dalam negara kesatuan serta antara negara bagian dan dacrah
otonom dalam negara federai bersifar “2hared”. Sementare it peinbagian
kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagiar dalaom negara federal
hersifat ekskiusif (Line, 1998 O

Permasalahan kedua dan twlisan i adalah penshagian kewenangan
antara pusat dan daerah. Wacuna mi omerupakan salsh osawgoaspek dan
hubungan pusat-daerah  teentral-Local  Goverament  Beicnons)  dalam
kerangka "areal division of powers™ di pegara kesatuan atan di negara bagian
dalam negara federal {Muass, 1959 13). Terkait dalam wiacana tersebut
adalah keberadaan dan hubungan antara sentralisast dan Jdeseniraiisas dalam
organisasi negara bangsa {warion-stuie). Pemahaman yvang benar mengenat
keberadaan dan hubungan di antara kodua Konsep torscbut beserta
operasionalisasinya merupakan prasyarat bagl wacana yang  berharga
mengenal topik di atas.

Secara empink dianutnya seniralisasi dan desentralisasi merupakan
gejala yang melekat pada negara-bangsa. Keecoah dulany negara vang
menyerupar negara-kota (pafis, city sterte) seperll singapura, tdak mungkin
penyelenggaraan  pemerimtahan negara-bangsy Usematd-mata’ o seeara
sentralisasy tanpa desentralisasi atau scotralisasi 00% dan desentralisasi 0%,
Sebaliknya, tidak mungkin pula penvelenggaraan penterintaban  secara
desentralisasi “belaka™ tanpa sentralisast atau desentraiizast 1110%s dan
sentralisasi 0% (Bhenvamin, 20040 3).

262



KNEBERADAAN OTONOAM DAFRAHE DALAM NEGARA
KESATUAN INTINIAL DAR] TERORE UK UM TATA NEGARA

Gejata  tersebot melstarbelakangl  permvataan  teorettk  dalam
pemerintahan daerah bahwa dalam organisasi negara-bangsa tidak mungkin
dipilih salah satu alteeratil antara  sentralisasi atau desentralisasi. Memilih
salah satu alternatil’ di antara keduanya berartt akan terjadi anarki (Har.
1976: 9). Seeara worctk, Jemes W Fesler (1972) niengingatkan adanyva
bahaya akibat memtlih saluh satu altematif itu. Menurut pakar tersebut,
“Total decentralizction would reguire the withering o way of the stan,
whereas fofal centralization would imperil the staie’'s cap-acity to perform it
functions”.

Dalam tataran normalif selalu terdapat noma hubum yang herlaku
sccara nasional bagi selurub rakyat dalan suatu wilayah negara scrta norma-
norma hukum yang berlaku secara lokalitas bagi masyarakat di teritoir
masing-masing {Kelsen. 19730 21). Desentralisasy selaly terjadi dalam
lingkungan organisasi vang sebelumnya tersentralisasi. Bahkan Herberl 1.
Werlin (1974) mencpaskan hahwa sesungguhnya deseniralisast ndak terjadi
tanpa sentralisasi. Oleh karena itu pilihan harus pada ableroatif terakhir
adalah kombinasi antara dentralisasi dan  desentrabisasi. Pengalaman
menunjukkan pula balvwa keberhasilan agenda descniralisasi memerlukan
pemenntab yang kuat dan absah (Rondinelli. et al, 983 7).

Memang, kedua isnlsh tersebut, semvalisast dan  desentralisasi.
menimbulkan  kecenderungan penukiran  secara dikotomis,  nanun
sesungguhnya merupakan kontimum. Tidak terdapatnya i1stidah {terminologt)
vang menunjukkan diaphikasinya kedua asas tersehut sccara bersamaan kerap
kall merintangl wacana dalam  penyusunan  strategi dan kebipakan
desentralisasi dalam orgonisasi negara-bangsa. Tidak jarang para pihak
penganjur program desentralisasi ditingkat nasional terlalu bias untuk
menvenangkan ehite lokal.

Berbeda dengan pengertian desentralisasi vang dikemukakan olch
sebagian besar pakar Eropa scbagai penyerahan kewenangan kepada
kesatuan pemerintah di bawah pemerintah, desentralisasi dalam wilisan ini
mencakup dua elemen pokok. Pertama, pembentukan daerah otonent, dan
kedua, penyerahan wewenang untuk mengatur dan menguris  urusan
remerintah kepada daerabh otonom tersebut {Maddick, 1963: 16 Conf
Rondinelll. et al, 1983 7). Dalam negara kesatuan, kedua aktifitas tersebu
dilakukan oleh pemermtah melalui proses hukum.

Pembentukan daersh olonom yang secara simultan  merupakan
kelahitan status otononu didasarkan atas aspirast dan kondisi obyekntf dari
masyarakat yvang berada dvenitotr tertentu, sebagai bagian dari bangsa dan
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wilayah namional  Tndonesia.  Aspirasi terschut terwwud  dengan
diselenggarakannya desentralisasi. Musyarakat vang ncountut  otonomi
melalui desentralisasi menjelma menjadi daereh otonom sebagm kesatuan
rmasyarakat hukum  vyang berwenanyg mengatur dun  menguras  urisan
pemenntah menurut  prakarsa semihn berdasarkan  aspirasi masyarakarn
OCtonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan  mengurus
urbsan pemerintah  yang  bersitat lokalitas otenurut prakarsa sendin
berdasarkan  asptrast masyarakat. Dengan demikian, lesentralisasi
sehenamyva menjelamakan olonomi masvarakal setempat uotuk memecahkan
berhagal masalah dan pembenoan layanan yang beraifat lokalias demm
otononusas. Qlonomt daerab dibenkan kepada masyvarakat, dan bukan
kepada daerah atau pemernintah dacral.

Penyetenggaraan otonomi dacrah dilakukan oleh lembaga-lembaga
pemerintah, dalam hal ini hepala daersh (KM dewan persakilan rakyat
dacrah {DPRD), dan birokrasi sctempat vang lerpisah darl lembaga-lembaga
pemerintah dan birokrasi pemenintah, Lembaga-lembaga pemenntah tersebut
diisi dengan funwsionalis vang direkrut berdasarkan alas permibihan secara
demokratis, sedangkan birokrasi setempat dus dengan birokral yvang
didasarkan atas pengangkatan. Lembaga-lembaga  poienintall sclempat
tersebut diserahi fungsi pokok untuk mengatur (rdes making). sedangkan
birkorasi setempat diserahi fungsi utanu untuk mengurus (rudes aplication).

Secara rinci, G, Shabbir Cheema dan Denmis A0 Rowwhinell (1983)
mermaparkan karakteristik vang mendasar dan desentralisasi sebagar benkut:

Pt ol wnns of govermment dre ogulonomeo, ondepeadear and olenrhy
pereeived ay segurate levels of goternmenr over wiiel conifvad wnckories crerosy
fitthe o mo elirect vonitenl Secand, thee locad poveraments Aace eloar and legelic
recngrized geagragdicad houndaries vt ahieh Hioe coercise aufforite dnd
perfarm public funcnons. Thed, locald governmenes e covporate stoems and
POWer I SPrure resonreey i Jf)t'.';rh.l'nr e fancrioine Fonetll, develution imploes
the need to “develop foced governmens ox Bstienons o the semse ther are
percefved by local cittzens ws arganizanons providime sorvces thar satisf their
meeids artel ay gevernmental avios ever wieh ther e seme flience. Finaflv
doevalition 15 ar arrangement @ which there are recipeocal. soimeallhe beneficial
enef coordinate  relutionships deraven ceimead ared local governmnens, thar iy phe
foca! goverament Aus ahiliney w ineevact recgwocalh witk orfer waees i e Syrfem
of gavernment of whieh o oa parr” {Rondinelli, et al. 1983, 5).

Selamutnya Frank P. Sherwood mengemukakan:
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“that local gavernmoenr discharge oblizations oy porr of o rational palitical sysrem
and not gy dependent elements of @ central hierarchy. The cancepd of devolution 15
aom-hicrarchtcal [ the sense thar | posliy a number of government having o
coordimare,  systems  refationshp wih ane anmther o an imdeponden:
rectprocating busis'” (Rondinelli, et al, 1983 ).

Dalam rangka desentralisasi, daerah olonom berada di luar hirarki orpanisasi
pemenntah pusat. Desentralisasi menunjukkan pola hubungan kewenangan
antarorgamsasi, dan bukan pola hubungan kewenangan infra organisasi.

Pola huebungan kewenangan yang tercipta dalam  desentrahisas
terscbul, memperhhatkan pula bahwa desentralisasi mempunyai  unsur
keterpisahan  (separateness) dan kemajermukan  struktur dalam  sistem
pemenntahan  secara  keseluruhan. Keterpisahan merelleksikan  konsep
otonomi sebagaimana divtarakan olch Robert A Dahl dan Charles E.
Lindblom bahwa:

Cumtrofled betuvivr mav hest be thowght of as one end of continwe of whiclt the
eher et i cleteteittons Befiavior, duteramy iy the absence of immediate and
divect comtrol Ar et 's responses are qutoncmous ar wecontrofivd 1o the
extent thel ro other people can bring abowl these resporses in @ dgfinite wn

{Rondinells, ¢t al, 1983: 8).

Dalam kousep otonomi terkandung kebebasan berprakarsa uwntuk
mengambil keputusan atas dasar aspirast masyarakat yvang menuliki status
demikian tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat. Karcna itu, konscp
ini berkaitan erat dengan demokrasi. Dalam kajiannya. bahkan, M.A.
Muthalib dan Mohd. Akbar Ah Khan menyamakan otonomi dengan
demokrasi:

Conceptually. focal autonamy weads o become o svnonve of the freedum of
fowetline fur sell dererminarion or local democrace. No smgle hod but the local
peaple and then fhe representatives enjoy supreme power in regaed o the focal
iphere af action Governmens inrervestion ol be fustified when the farger fnteresr
i tmvolved. Thercfore, the peaple of farge and their representatives along can

everride the docal people and there representatives (Khan 1582 10).

Dengan pemikiran seperti diutarakan di atas, UU No.22 Tahun 1999
menenlukan propinsi, kabupaten, dan kota sctara dan tidak hirarkis,
konsekuensinya tidak mungkin terjadi penyelenggaraan desentralisasi oleh
suatu daerah otonom kepada daerah otonom vang lain.
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Daerah ctonom juga diserahi sgjumlab fungsi (urusan) pemenntahan
untuk terselenggarakannya kesejahteraan masyarakat setempat. Ada dua cara
penyerahan sejumlah fungsi pemenntahan kepada daerah otonom. Pertama,
dengan system wlirg vires yaitu berbagal fungsi pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah dirinci dalam produk hukum. Cara demikian
dianut oleh undang-undang pemerintahan dasrah sebelum ULl Mo, 22 Tahun
1999 Dalam hal ini, pemerintah telah menyerabkan 19 wrusan pemneritttahan
kepada daerah otonom sebagai realisasi dan/atau tarnbahan fungsi (urusan}
pangkal yang tercantum dalam undang-undang pembentukan dacrah ctonom.
Mengingat berbagai kelemahan dan cara penyerahan fungsi pemerintahan
dengan rincian, maka dalam ULJ No.22 Tahun 1999 digunakan cara kedna.
Cara kedua, vang disebut open end arrangement atau general competence
{Maddick, 1963: 10}, justru vang dirinci merupakan fungsi-fungsi
pemeriniahan yang menjadi kompetenst pemerintah pusat. Sisa dan rincian
fungsi pemenintah tersebut menjadi kompetensi daerah otonom. Mengingat
jangkauan penyelengyaraan fungsi-lungsi pemerintah yang tersisa berbeda
antara propingi dan kabupaten dan kota, maka UU memben pedoman agar
fungsi yang bersifat lintas kabupaten atau kota ditangani oleh propins.
Menurut ULJ No. 22 Tahun 1999, fungsi-fungsi tersebut perlu dinne lgbih
lanjut dalam peraturan pemerintah (PP). Kim teiah lahir PP No. 25 Tahun
2000 yang merinct fungsi-fungsi pemerintah dan propinsi s¢suai dengan
amanat UU. Semestinya PP tersebut juga merinci fungsi-fungsi yang
direkonsentrasikan kepada gubermnur oleh pemenntah.

Perlu dipahami, secara empirik selalu terdapat urusan pemerintahan
yang secara utuh diselengparakan secara sentralisasi, tetapr tidak pemah
terdapat suatu urusan pemerintahan yang secara utuh diselenggarakan secara
desentralisasi  {Bhenyamin, 2000: 5) Urusan pemerintahan vyang
diselenggarakan secara sentralisasi menyangkut kepentingan bangsa. Dennis
A. Rondirelli mengelaberasi urusan pemenntahan yang seyogyanya
diselenggarakan secara sentralisasi:

Thuse funclions that are exsential to the survival af a natior, services that benefit
from economies of scale and standardization in production, that depend on large
networks of facifiies or o kierarchy of services, thar ean only be distribuied
eirably by @ government large and powerful enough to redistribute wealth i the
face of apposition, that creale lerritoriaf slipover effect, or that deperd on massive
cupital investments, may be better adminivtered by central governmenis than by

decentralized units (Rondinelli, 1990: 45},
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Jenis-jemis urusan pemerintahan (ersebut antara lain dirinei oleh R.M.
Maclver sebagaimana dikutip oleh The Liang Gie:

“There are certamn function which are assigned exclusivedy ta central government.
Obwvicusly, such funcirons as treaty-making and orher deulingy with foreign statey
miltary  aued mavalf meusurer, cerrain JForms the lavation including ravifin, e
legslarion  determining the penernd rphts and ditios af ertizens, belong 1o sy
class  Furthermore, all matters which are nor pecufiarl assoensied with one

purticular fueality helung naweratly 1o the contral quthorin” [(Gie 1968 5)

Urusan pemerintahan yang didesentralisasikan mertpakan urusan
pemenntahan yang bersifat lokal. Sebagaimana dikemukakan oleh William
Hamplon bahwa: Locu! authorities are efectad bodies and are expected 1o
develop policies appropricte 1o thetr localities within the Sramenark of
national legistarion (Hampton, 1991: 8). Dalam Pasal 28 Grimdgeser: Fur
Rundesrepublik Dewtsehiond (UUD Federal Jerman 1949 Amandemen
terakhir 16-7-1998) juga ditegaskan bahwa “Dacrah harus diberikan hak
untuk mengatur urusan-urusan yang bersifat lokal™ {Bhenyamin, 2000: 8).

Sekalipun diproyeksikan terjadi peningkatan kemampuan kcuangan
dan makin besar diskrest Daerah dalam anggaran, namun dihadapkan pada
makin banyaknya fungsi pemerintahan vang dimiliki daerah. akan terdapat
keterbatasan-keterbatasan  tertentu  dalam penvediaan  prasarana  dan
pemberian layanan kepada masyarakat.

IV, KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah dalarm
negara kesatwan dapat diperluas seluas otonomi daerah yang ada di dalam
negara federal, asalkan mempunyai PrINsIp-prinsip otonomi yang jelus.
Secara teoretis dalam pelaksanaan otomomi daeral terdapat sendi-sendi
sebagal pilar penyangga atonomi itu sendiri. Sendi-sendi tersebut adalah: i)
Sharing of power (pembagian kewecnangan): (2) distribution af income
(pembagtan pendapatan}; (3) empowering (kemandirian pemerintah dacrah).
Semakin kuat sendi-sendi tersebut semakin schat pelaksanaan otonomi
daerah, demikian pula sebaliknya. Temvyata ketiga sendi ini, schagal pilar
otonomt, telah dijabarkan dalam prinsip-prinsip otonomi sebagaimana
lertuang dalam UL No. 22 Tahun 1999,

Sehubungan dengan permasalahan kedua dalam tulisan ini, maka
shartng of power mcnurut U] tersebut adalah menggunakan teon residu
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{sisa). Hal ini tampak pada Pasal 7, yang menyatakan pemerntah pusat
memegang lima kewenanpgan, yakni: (1) bidang politik luar negeri, {2)
bidang pertahanan keamanan, {3} bidang peradilan, (4} bidang moneter dan
fiskal, dan (5) bidang agama. Selain itv masih ada kewenangan lzin yang
dimiliki oleh pemerintah pusat, yaitu: (1} kebijakan tentang perencanaan
nasignal dan pengendalian pembangunan nasional sccara makro, (2} dana
perimbangan keuangan, (3} sistemn administrasi negara dan lembaga
perekonomian negara, (4) pembinaan dan pemberdayaan sumber daya
manusia, dan (5) pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi
vany sirategi, konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota meliputi
kewenangan wajib dan kewenangan bukan wajib. Kewenangan wajib terdiri
atas sebelas kewenangan, vaitu: (1) pekerjaan umum, {2} kesehalan, {3)
pendidikan dan kebudayaan, (4) pertanian, {5} perhubungan, (6} industri dan
perdagangan, (7) penanaman modal, (8) lingkungan hidup, (9} pertanahan,
{10) koperasi, dan (11} tenaga kerja. Kewenangan yang bukan wajib adalah
selain sebelas kewenangan tersebut di atas, Dalam hal ini bergantung kepada
kejelian daerah dalam melihat daerahnya sesuai dengan kekhasan daerah
masing-masing. Semua kewenangan baik yang wajib maupun bukan wajib
harus diatur dalam peraturan daerah,
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